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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan skripsi yang berjudul Implementasi Pembantaran
Penahanan Terdakwa Yang Terpapar Virus Covid-19 (Studi Kasus Keja!csaan
Negeri Palembang). Rumusan masalah dari penulisan ini adalah: 1) Baganmana.
pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus covid-19 di
Kejaksaan Negeri Palembang; dan 2) Apa upaya dalam hambatan terhadap
pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus covid-19 di
Kejaksaan Negeri Palembang. Penulis menggunakan metode hukum empiris dalam
penelitian ini, dengan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, dan sumber
data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis
dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa
yang terpapar virus covid-19 di Kejaksaan Negeri Palembang merupakan pembantaran
yang dilaksanakan dari penetapan majelis hakim yang bersangkutan menangani
perkara. 2) Upaya dalam hambatan terhadap pelaksanaan pembantaran penahanan
terdakwa yang terpapar virus covid-19 di Kejaksaan Negeri Palembang adalah dengan
mengimprovisasi regulasi yang telah ada, penambahan sumber daya manusia, dan
infrastruktur mengenai penanganan proses pembantaran,

Kata Kunci : Pembantaran Penahanan Terdakwa, Virus Covid-19, Kejaksaan
Negeri Palembang

Inderaiaya, 2022
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi covid-19 yang tengah mewabah dan telah terjadi sejak tahun 2019
hingga saat ini pun belum kunjung reda. Adapun pertanggal 21 Agustus 2021 dini hari
tercatat sebanyak 3.950.304 kasus telah terkonfirmasi terpapar covid-19 di Indonesia.!
Kasus ini berawal mula terjadi di Wuhan, China dan telah menyebar maupun meluas
ke hampir seluruh penjuru dunia. Menurut World Health Organization, penyebaran
virus covid-19 ini dapat terjadi penyebarannya melalui kontak erat secara langsung
ataupun penyebaran secara tidak langsung dengan orang yang telah terpapar virus
covid-19, dan dapat terinfeksi melalui sekresi mulut dan hidung manusia.> Pandemi
covid-19 tentunya mempunyai dampak yang besar di setiap sektor kehidupan manusia
tak terkecuali di Indonesia dan memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas
masyarakat, salah satunya tidak dapat melakukan aktivtitas di luar rumah, yang secara
tidak langsung menggantikan kegiatan yang semula offline atau tatap muka menjadi

kegaiatan virtual atau via online.

! Satuan Tugas Penanganan “Covid-19, Peta Sebaran”, (https://covid19.go.id/peta-sebaran ,
Diakses pada 21 Agustus 2021, Pukul 23:05 WIB)

2 World Health Organization, “Pertanyaan dan Jawaban: Bagaimana Covid-19
Ditularkan?”, (https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-how-is-covid-19-
transmitted , Diakses pada 21 Agustus 2021, Pukul 00:56 WIB)




Salah satu akibat dari mewabahnya pandemi covid-19 adalah dalam bidang
hukum di Indonesia. Di bidang hukum, juga memiliki banyak perubahan baik itu dari
segi pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Salah satu kebijakan pemerintah
Indonesia untuk membatasi aktivitas masyarakat dalam rangka mengurangi kasus
positif covid-19 di bidang hukum ini adalah dengan melakukan beberapa pelaksanaan
sistem peradilan secara virtual atau daring, misalnya melakukan persidangan online (e-

court) untuk kasus-kasus tertentu, seperti kasus pidana umum.

Proses peradilan pidana di Indonesia sejatinya terdiri dari 3 (tiga) komponen
substansi hukum?, yaitu yang pertama, hukum acara pidana. Ini merupakan suatu
aturan mengenai bagaimana proses peradilan pidana tersebut dilakukan. Kedua, hukum
pidana materiil. Ini merupakan suatu aturan yang menentukan siapa dan perbuatan
yang dilakukan oleh orang tersebut, serta hukuman apa yang dapat atau harus
ditetapkan, untuk dipastikan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap
hukum pidana materiil yang telah disangkakan. Dan yang ketiga, hukum pelaksanaan
pidana. Ini merupakan proses terakhir dalam proses peradilan pidana, dan telah
dilakukan pelaksanaannya sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa
telah terbukti terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap hukum pidana
materiil, dan sebagai pertanggungjawaban si pelanggar hukum terhadap

pelanggaran/kejahatan yang dilakukannya, pelanggar haruslah menjalani sanksi yang

3 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, “Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, (Jakarta
Timur: Sinar Grafika, 2016), him 14.



telah diputuskan oleh hakim dalam peradilan pidana ke dalam penempatannya di

lembaga permasyarakatan.*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat mengenai tahapan proses sistem
peradilan pidana terdiri dari beberapa penyelenggara peradilan, salah satunya Lembaga
Kejaksaan, yang merupakan institusi penegak hukum di bidang penuntutan dan
eksekusi daripada keputusan hakim yang telah incracht atau mengikat, pun juga tetap
melakukan berbagai kegiatan pelaksanaan peradilan dalam masa-masa wabah covid-
19 ini sesuai dengan prosedur pemerintah dalam kebijakan mengurangi kasus positif

terdeteksi dinyatakan covid-19 di Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia atau disebut Kejaksaan, berdasarkan peraturan
mengenai kejaksaan adalah “Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.’
Lembaga ini merupakan salah satu badan negara yang fungsinya berkaitan erat dengan
kekuasaan di bidang kehakiman dalam sistem peradilan pidana menurut Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pejabat negara yang berfungsi dan
memiliki wewenang yang berdasarkan aturan undang-undang sebagai penuntut umum

adalah seorang Jaksa, yang juga memiliki tugas maupun wewenang dalam

4 Ibid.

5 Republik Indonesia., UU Nomor 16., Tentang Kejaksaan Republik Indonesia., Bab 1., Pasal
2 ayat (1)., Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.



melaksanakan dan menjalankan putusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap (incraht).

Tugas maupun wewenang Kejaksaan dalam pasal 30 undang-undang tentang
kejaksaan menyebutkan bahwa tugas dan kewenangan kejaksaan berada di bidang
pidana, perdata dan tata usaha negara (DATUN), dan dalam bidang ketertiban dan
ketenteraman umum. Pada tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang pidana
disebutkan dalam pasal 30 ayat (1) bahwa :

“a. melakukan penuntutan; b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, e. melengkapi berkas
perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum
dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan
dengan penyidik.”¢

Seorang jaksa dalam menjalankan tugas maupun wewenangnya, memiliki hak
maupun kewajiban melakukan penuntutan dan pelaksanaan daripada putusan hakim
yang telah tetap atau mengikat (incraht), terhadap terdakwa (yang sedang menjalankan
pemeriksaan di pengadilan dan belum mendapatkan putusan atau vonis hakim), dan
terhadap terpidana (yang telah mendapatkan putusan hakim). Akan tetapi, terdapat

beberapa hal dan kepentingan yang perlu diperhatikan dalam melakukan tugas dan

wewenang tersebut, sama halnya dalam masa pandemi covid-19. Apabila terdakwa

¢ Republik Indonesia., UU Nomor 16., Tentang Kejaksaan Republik Indonesia., Bab III.,
Pasal 30 ayat (1)., Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.



yang sedang melakukan masa tahanan mengalami sakit yang harus dilakukannya rawat
inap terutama terpapar virus covid-19, maka dapat dilakukan pengecualian, yang
dikenal biasanya dengan istilah “dibantar” atau “pembantaran”. Dalam hukum, ada
yang dikatakan dengan istilah pembantaran penahanan, walaupun tidak terdapat di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian
pembantaran penahanan terdakwa sendiri merupakan suatu penundaan masa
penahanan sementara waktu, sesuai waktu yang ditentukan terhadap terdakwa dengan
alasan kesehatan yang memerlukan rawat inap atau rawat jalan, yang alasan tersebut
harus meliputi keterangan dokter atau pihak rumah sakit sampai yang bersangkutan
dinyatakan telah sembuh dari penyakitnya.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), istilah pembantaran memiliki arti yakni suatu penangguhan yang terjadi
selama masa penahanan atau dalam kata lain masa penahanan tersangk ataupun
terdakwa yang tidak dihitung, selama adanya perawatan di rumah sakit.® Adapun
pengaturan mengenai pembantaran penahanan terdakwa ini terdapat dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran
(Stuiting) Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa yang Dirawat Nginap di Rumah
Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan.

Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa seorang terdakwa yang mengalami sakit dan

7 Arthur Daniel P. Sitorus, “Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana”,
(https://indonesiare.co.id/id/article/jenis-penahanan-berdasarkan-hukum-acara-pidana , Diakses pada 25
Agustus 2021, Pukul 22:25 WIB)

8 Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diakses pada 25 Agustus 2021, Pukul 23:15 WIB, dari
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembantaran .




diharuskannya melakukan perawatan maupun di rawat inap di rumah sakit, dapat
dilakukannya pembantaran dalam masa penahanannya agar tidak mengganggu

tenggang waktu penahanan terdakwa tersebut.

Penahanan dalam istilah pembantaran penahanan terdapat dalam pasal 1 butir
21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana pengertiannya
adalah : “penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik
atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini.””” Penahanan seorang tersangka ataupun
terdakwa dilakukan karena berbagai alasan. Alasan tersebut ada alasan yang bersifat
subjektif ataupun alasan yang bersisfat objektif. Hal ini terdapat ketentuannya di dalam
pasal 21 aturan tersebut. Penahanan dengan sifat subjektif terdapat pada ayat (1) yang
menyebutkan bahwa, pejabat yang memiliki wewenang dalam hal menahan tersangka
ataupun terdakwa berperasangka bahwa si tersangka ataupun terdakwa ini
dikhawatirkan dapat dan hendak melarikan diri, melakukan penghilangan terhadap
barang bukti, ataupun dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidana yang telah
disangkakan kepadanya. Sedangkan alasan dengan sifat objektif terdapat dalam ayat
(4) yang menyebutkan bahwa, penahanan tersebut dapat bergantung pada jenis tindak
pidana apa yang dapat dikenakan terhadapnya. Dari alasan objektif sebagaimana yang

telah disebutkan tadi dapat dilihat bahwa penahanan terhadap tersangka ataupun

° Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “penempatan
tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan
penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.



terdakwa tidak didasari terhadap seluruh perbuatan tindak pidana, melainkan dapat
dikenakan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun ke
atas, sebagaimana terdapat dalam pasal 21 ayat (4) sub d menganai tindak pidana apa

saja yang dapat dilakukan penahanan.

Pasal 22 mengatur beberapa jenis penahanan'?, antara lain:

1. Penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);
2. Penahanan Rumah; dan

3. Penahanan Kota.

Berhubungan dengan kondisi pandemi covid-19 seperti saat ini, tidak dapat
dipungkiri lagi bahwa seorang tersangka ataupun terdakwa yang sedang menjalani
proses peradilan ataupun penahanan dapat mengalami suatu penyakit yang
memerlukan penanganan khusus sehingga dari pihak yang menahan berkewajiban
memberikan hak atas perawatan bagi tersangka ataupun terdakwa yang sakit tersebut.
Sehingga sama hal nya terhadap perkara yang terjadi di Kota Palembang, sangat
dimungkinkan bahwa tersangka atau terdakwa sedang dalam kondisi covid-19 yang

tentunya tidak dapat melangsungkan proses peradilan sebagaimana mestinya.

Sesuai data yang diperoleh bahwasanya dalam bulan Januari-Juli 2021 ada

sekitar 20 tahanan Kejaksaan yang telah terpapar virus covid-19 ini sehingga

19 Arthur Daniel P. Sitorus, Op.Cit.



diharuskannya melakukan proses pembantaran terhadap tahanan tersebut. Status
daripada tahanan tersebut adalah terdakwa yang merupakan kewenangan penjagaannya
daripada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memegang perkara, dan penahanan
terhadap terdakwa yang terpapar virus covid-19 ini merupakan jenis tahanan rumah

tahanan negara (RUTAN).!!

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumasan

malasah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar
virus covid-19 di Kejaksaan Negeri Palembang?
2. Apaupaya dalam hambatan pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa

yang terpapar virus covid-19 di Kejaksaan Negeri Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian hendaknya memiliki tujuan maupun kegunaan dalam

pembuatannya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

' Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Zaka Surahman, Pegawai Kejaksaan Negeri
Palembang di bidang Penuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang pada 30 Agustus 2021, Pukul 14:00
WIB.



1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembantaran penahanan
terdakwa yang terpapar virus covid-19 di Kejaksaan Negeri Palembang;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam hambatan pelaksanaan
pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus covid-19 di

Kejaksaan Negeri Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini yakni terdiri
dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, dengan penjelasan sebagai

berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian yang terdapat dalam penulisan ini
yakni diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta menambah pengetahuan
dan wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai pelaksanaan

pembantaran di Kejaksaan Negeri Palembang.

2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat penelitian yang terdapat di dalam penulisan ini,

yakni diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pengetahuan bagi pihak
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yang terkait, baik itu mahasiswa, masyarakat, akademisi, praktisi hukum,

ataupun aparat penegak hukum.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan merupakan suatu gambaran batasan terhadap
permasalahan yang akan diteliti. Penelitian dengan judul “Implementasi Pembantaran
Penahanan Terdakwa Yang Terpapar Virus Covid-19 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri
Palembang)” ini akan membahas mengenai pelaksaan, hambatan, dan upaya terhadap
hambatan yang berkaitan dengan pembantaran penahanan terdakwa di wilayah

Kejaksaan Negeri Palembang pada bulan maret 2020 hingga agustus 2021.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Pada hakekatnya sistem merupakan gabungan dari sub-sub sistem
yang sama-sama secara terpadu dan menyatu untuk tujuan tertentu. Dalam
sistem peradilan pidana terdapat unsur-unsur yang mencakup sub-sub sistem
yang terdiri dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pengadilan, maupun

pihak lembaga permasyarakatan yang bekerja secara terpadu untuk tujuan
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bersama. Istilah sistem peradilan pidana ini terdiri dari beberapa konsekuensi'?,

yakni :

a. Memperlihatkan proses yang melibatkan seluruh komponen yang terlibat
dan memperlihatkan perubahan status seseorang, baik itu dimulainya dari
seseorang menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, menjadi eks terpidana.
Dengan merujuk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan.

b. Memperlihatkan selama proses peradilan pidana tersebut melibatkan
lembaga negara yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
dan lembaga permasyarakatan.

c. Menyimpulkan pengertian daripada sistem peradilan pidana sebagai suatu

sistem pemidanaan, karena merupakan bagian dari criminal justice system.

Teori sistem peradilan pidana dalam penelitian ini diharapkan dapat
memecahkan masalah yang relevan dengan pembahasan penelitian mengenai
pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus covid-19 di

Kejaksaan Negeri Palembang.

Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan atau disebut teori preventif merupakan suatu teori yang

beranggapan bahwa pidana merupakan sebagai alat yang digunakan untuk

12 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Op.Cit., him. 8.
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menegakkan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurut pendapat ahli yakni Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick
tujuan daripada pidana atau nestapa adalah untuk mencegah dan menghindari
terjadinya pengulangan pidana itu sendiri, mencegah masyarakat melakukan
tindak pidana serupa, dan juga bertujuan sebagai sarana untuk mewujudkan

motif-motif balas.!?

Teori ini memperlihatkan tujuan pemidanaan yang
merupakan sarana pencegahan tindak pidana, berupa pencegahan secara khusus
yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan secara umum yang
ditujukan ke masyarakat. Dalam penelitian ini, teori tujuan pidana diharapkan
dapat memecahkan masalah yang relevan dengan pembahasan penelitian terkait
hambatan dalam pelaksanaan pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar
virus covid-19 di Kejaksaan Negeri Palembang dan upaya yang dilakukan pihak

Kejaksaan Negeri Palembang terhadap hambatan pelaksanaan pembantaran

penahanan terdakwa yang terpapar virus covid-19.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dipergunakan untuk
memperoleh data yang semestinya terjadi, agar dapat ditemukan, dikembangkan,

maupun dibuktikan keaslian datanya yang berkaitan dengan pengetahuan, agar dapat

13 Muladi, “Lembaga Pidana Bersyarat”, (Bandung: Alumni, Cet. 8, 2012), him. 22.
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digunakan sebagai cara untuk memahami, memecahkan, dan juga mengantisipasi suatu

permasalahan. !4

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa fungsi dan peranan metode dalam
penelitian, diantaranya yakni dapat memberikan pedoman kepada ilmuan untuk
memahami, mempelajari, serta menganalisis lingkungan kehidupan masyarakat yang

dihadapinya.'>

Metode penelitian di dalam penulisan ini, yakni :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis
penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian
hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum tersebut
bekerja di lapangan atau dalam lingkungan masyarakat, dengan melihat bagaimana
hukum yang telah terdapat dalam suatu peraturan tersebut terjadi dalam dunia nyata
(das sein).'® Dalam mengkaji dan menganalisis hal tersebut terdapat dua fokus kajian
dalam penelitian hukum empiris, yakni : (i) subjek yang diteliti, yang merupakan suatu

perilaku hukum atau perilaku dari masyarakat yang dianggap seyogyanya dilakukan

14 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”,
(Depok: Prenadademia Group, 2016), him. 3.
15 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres,
2014), hlm. 47.
16 Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum”, (Tangerang Selatan: Unpam Press, Cet. I, 2018),
hlm. 62.
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sesuai dengan peraturan yang telah ada, dan (i) sumber data yang digunakan, yang

berasal dari masyarakat ataupun objek penelitian.!’

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu keseluruhan cara dalam kegiatan penelitian
baik itu dari perumusan masalah hingga kesimpulan. Dalam penelitian hukum ini,
penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan
pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan penjelasan :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach)
artinya yaitu suatu penelitian yang dilakukan yakni dengan cara menganalisis dan
menelaah isi dari undang-undang dan peraturan yang mempunyai sangkut paut dengan
permasalahan ataupun isu hukum yang akan diteliti.!® Dalam penulisan ini perundang-
undangan ataupun peraturan yang akan dibahas yakni berkaitan dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Nomor 1 Tahun 1989.

17 Ibid., hlm. 63.
18 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet ke-12,
2016), him.133.
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b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Penelitian menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach) artinya
suatu penelitian terhadap konsep-konsep hukum dan menganalisa bahan hukum
tersebut, baik itu meliputi sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan
sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh makna atau pengertian baru yang
terdapat dalam objek-objek yang diteliti, maupun menguji hukum tersebut dalam teori

dan praktek yang terdapat di lapangan.!

Pendekatan ini juga bersumber dari
pandangan yang terdapat dalam bidang ilmu hukum yang akan memperjelas

permasalahan hukum yang terdapat dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Penulis memerlukan dua sumber data dalam penelitian ini, yang terdiri dari data

primer dan data sekunder sebagai penunjang data primer, dengan penjelasan:

a) Data Primer

Data primer merupakan data dengan perolehan langsung dari sumbernya di
lapangan atau lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Data ini dapat diperoleh
dengan melakukan wawancara bersama narasumber atau informan yang merupakan
sumber pertama (tidak melalui media perantara) yang berkaitan dengan masalah

hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun narasumber tersebut

19 Hajar M., “Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Figih”, (Pekanbaru:
UIN Suska Riau, 2015), him. 41.
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merupakan Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum, Pegawai Bidang Penuntutan
Pidana Umum, Pengawal Tahanan di Kejaksaan Negeri Palembang, maupun tahanan

Kejaksaan Negeri Palembang.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data dengan perolehannya berasal dari penelitian
kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut pendapat ahli yakni Peter
Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai
otoritas atau merupakan bahan hukum yang dibuat oleh lembaga negara. Bahan hukum
primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, vonis hakim, dan catatan-catatan
resmi lainnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum

primer yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran

(Stuitting) tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa yang Dirawat
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Nginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi

yang Berwenang Menahan.

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang didapatkan bukan dari
bahan resmi. Adapun bahan hukum tersebut terdiri dari buku hukum, kamus, jurnal,
dan juga dari komentar daripada putusan hakim di pengadilan.?’ Sedangkan bahan
hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang merupakan penunjang ataupun
penjelasan dari bahan hukum primer beserta sekunder, berupa abstraksi peraturan
perundang-undangan, dan ensiklopedia dalam bidang hukum ataupun di luar bidang

hukum seperti bidang politik, sosial, dan ekonomi.?!

4. Lokasi Penelitian

Gambaran terhdap informasi yang lengkap dalam penelitian ini dan sesuai
dengan judul yang diajukan ini, maka dapat penulis temukan informasinya di lokasi
penelitian di Kejaksaan Negeri Palembang untuk memperoleh data yang akurat yang

berkaitan dengan masalah yang akan penulis diteliti.

20 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet ke-12,
2016), him. 141.

2l Rachmad Baro, “Penelitian Hukum Doktrinal”, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), hlm.
117.
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5. Popolasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian hukum merupakan keseluruhan wilayah yang
terdiri dari objek-objek hukum yang memiliki suatu kekhasan tertentu yang
telah ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan agar dapat memahami dan
mempelajari permasalahan hukum yang akan dihadapi kemudian barulah dapat
ditarik kesimpulannya.?> Populasi dalam penelitian ini adalah Bagian

Penuntutan Kejaksaan Negeri Palembang.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian hukum yaitu bagian dari populasi yang
digunakan untuk memperkirakan hasil dari penelitian hukum yang
dilakukan.?® Dengan menggunakan teknik penarikan purposive sampling,
yakni suatu teknik sampling non random yang mana peneliti menetapkan
ciri-ciri khusus terutama orang-orang yang dianggap ahli terhadap
pengambilan sampel yang sesuai dengan permaslahan dan tujuan penelitian

yang akan dibahas dengan harapan dapat menjawab segala permasalahan

22 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ", (Bandung: Alfabeta, 2011),
hlm. 10.
B Ibid.
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yang akan penulis teliti.>* Adapun sampel yang digunakan penulis dalam

penelitian ini adalah :

1. Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum;
2. Pegawai Bidang Penuntutan Pidana Umum; dan

3. Pengawal Tahanan di Kejaksaan Negeri Palembang.

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ilmiah merupakan proses penganalisaan
suatu masalah dengan cara merapikan data dari pengumpulan data-data di lapangan.?

Adapun metode atau teknik pengumpulan datanya adalah :

a. Metode Wawancara
Metode atau teknik wawancara adalah suatu proses tanya-jawab secara lisan
atau langsung yang berlangsung antara dua orang atau bisa lebih yang dapat
menghasilkan informasi dan keterangan terhadap permasalahan yang akan dibahas.?®
Atau dalam kata lain wawancara adalah suatu cara pewawancara dan responden atau

orang yang diwawancarai bertemu, dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk

MAnwar Hidayat, “Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detai”l,
(https://www.statistikian.com , Diakses pada 29 Agustus 2021, Pukul 09:15 WIB)
25 Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum dalam Praktek”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), him.

72.
26 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian”’, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),
hlm. 81.
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memperoleh jawaban yang relevan.?” Metode ini dapat dikatakan sebagai data primer
yangmana memperoleh data yang dilakukan melalui wawancara maupun observasi
secara langsung di lapangan baik itu dengan orang atau kelompok masyarakat (field

research).

b. Library Research
Penulis juga memperoleh data-data dengan mempelajari dan mengkaji bahan-
bahan kepustakaan (/ibrary research) dalam penulisan ini, sebagai data sekunder yang
berupa bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni metode
analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif menurut Soerjono Soekanto
merupakan suatu teknik penganalisisan yang dinyatakan oleh informan ataupun
responden baik itu secara lisan maupun tulisan, yang menghasilkan suatu data
deskriptif analitis terhadap permasalahan yang diteliti.?® Metode analisis data yang

digunakan penulis dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh di lapangan

27 Amiruddin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006), hlm. 167.

28 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum ”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
2014), hlm. 154.
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kemudian akan dihubungkan kembali dengan teori ataupun literatur terhadap
pembantaran penahanan terdakwa yang terpapar virus covid-19 dan juga melihat
penerapannya yang telah terdapat di dalam perundang-undangan. Dapat disimpulkan
bahwa metode analisis data ini berhubungan erat dengan aktivitas pengumpulan,

reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.?

8. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang penulis pergunakan di dalam penelitian ini
adalah menggunakan teknik deduktif. Teknik penarikan kesimpulan deduktif adalah
suatu teknik penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi konkret terhadap
permasalahan yang sedang dihadapi.*® Hasil penelitian ini menarik suatu premis umum
dengan permasalahan yang terjadi di lapangan yang diteliti kemudian mendapatkan
kesimpulan yang bersifat khusus yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang
diambil dalam penelitian ini. Dengan kata lain penarikan kesimpulan deduktif ini
menggunakan pemikiran secara umum, kemudian dikonkritkan menjadi suatu

kesimpulan khusus.

2 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Alhadharah, Vol. 17 No. 33, Januari-Juni 2018,
hlm. 85.

30 Johnny Ibrahim, “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif”’, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2005), hlm. 393.
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